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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. [bookmark: _Hlk148035333]Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh para kreditornya dan  dilakukan dengan pemohon mengajukan proposal perdamaian kepada seluruh kreditur dan dalam proposal perdamaian pada intinya mengajukan penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran hutang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian hak tanggungan untuk menjamin pembayaran agunan tersebut. Berdasarkan proposal perdamaian, para kreditur dari penggugat telah mencapai kesepakatan dan persetujuan atas proposal tersebut, dan  atas dasar persetujuan dari para kreditur  terhadap proposal perdamaian tersebut,
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat yang maksimal untuk menghindari perusahaan dari keadaan pailit. PKPU sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain di luar PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut dilakukan tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang berada di luar PKPU. Kreditur juga terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit.
3. [bookmark: _Hlk148034691][bookmark: _Hlk148035362]Pertimbangan hukum hakim pemutus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena  2 (dua) kreditur konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitur PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
B. Saran
1. Agar dalam pembuatan rencana perdamaian tersebut seharusnya melibatkan para ahli seperti appraiser, auditor, konsultan hukum, management keuangan dan bisnis dan pakar mengenai industri yang bersangkutan.
2. Perlunya pemerintah memperbaharui UUK PKPU agar diberikannya aturan alternatif yang dapat memberikan penyelesaian secara menyeluruh terhadap sisa utang-piutang jika ternyata kepailitan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang dan malah menyisakan utang.
3. Agar Undang-Undang Kepailitan juga harus melindungi debitor yang sedang dalam proses PKPU dengan memberikan keleluasaan jangka waktu bagi debitor untuk merencanakan restrukturisasi perusahaan dan utangnya sehingga ketika pada saat pelaksanaan perjanjian perdamaian, debitor dapat melaksanakannya secara optimal.
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